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PERNYATAAN

TAPM yang berjudul: Penerapan Sistem Elektronik (£ — Procurement)
Pemerintah Terhadap Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Provinsi Sulawesi
Barat adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan yang benar. Apabila di kemudian hari ternyata diketemukan
adanya penjiblakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Majene, eviiee..... 2018
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{M.Nasir)
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ABSTRAK

M NASIR, 2018. Penerapan F-Procurement Pemerintah Terhadap Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Sulawesi Barat {dibimbing oleh: Dr.
Zulkarnain Umar, M. Si dan Made Yudhi Setiani,S.IP,M.Si,Ph.D)

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini Peraturan Presiden
RI Nomor 54 Tahun 2010 itu mengatur pengadaan barang dan jasa yang
dilakukan oleh lingkup instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena banyaknya
permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa
yang mengakibatkan terjadinya kolusi secara negatif antara pengelola
pemerintahan dengan pengusaha, yang pada gilirannya merugikan keuangan
Negara. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai
bagian dari paradigma alamiah dilakukan oleh peneliti dengan asumsi bahwa
sctiap konteks yang terkait dengan penelitian bersifat kritis sehingga masing-
masing memberikan andil secara kontekstual terhadap data-data lapangan.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan E-
Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi
Sulawesi Barat, meliputi; a. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
berdasarkan penilaian tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjukkan
bahwa sudah sepenuhnya mengacu kepada Standar Operasional Pengelolaan yang
sudah ditetapkan; b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), berdasarkan

~ penilaian pencrapan pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa sudah
sepenuhnya melakukan pelelangan menggunakan Aplikasi System Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE). Tercapainya tujuan tersebut, pemermtah diharapkan
dapat menciptakan efisiensi belanja negara dan belanja daerah dalam rangka
percepatan pelaksanaan APBD/APBN. E-procurement ini dilakukan dengan
menggunakan sistem yang dibuat sedemikian rupa berbasis informasi teknologi
yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Sulawesi Barat.

Kata Kunci: Penerapan e-procurement, pengadaan barang dun jasa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43583.pdf

ABSTRACT

M NASIR, 2018. Implementation of Govermmnent E-Procurement on Procurement
of Goods and Services in West Sulawesi Province (guided by: Dr. Zulkarnain
Umar, M. Si and Made Yudhi Setiani, S. 1P, M.Si, Ph.D.)

The main issues discussed in this research Presidential Regulation No. 54
of 2010 that regulate the procurement of goods and services made by the scope of
government agencies. This is due to the many problems occurring in the
procurement of goods and services resulting in negative collusion between
government managers and employers, which in tum is detrimental to the State's
finances. The method used is qualitative. Quahtative research as part of the
natural paradigm is carried out by the researcher with the assumption that every
context related to the research is cnitical so that each contribute contextually to the
field data.

The findings of this study indicate that the application of Government E-
Procurement to the procurement of goods and services in West Sulawesi Province,
includes: a. Procurement Procedures based on the assessment of procedures for
the procurement of goods / services shows that it is fully referring to the Standards
Operational Management that has been established; b Electronic Procurement
System Application (SPSE), based on the appraisal of the procuremnent of goods
and services shows that it has fully conducted the auction using the Electronic
Procurement System Application (SPSE). Achieving these objectives, tbe
government is expected to create efficiency of state expenditure and regional
expenditure in order to accelerate the implementation of APBD / APBN. E-
procurement is done by using a system made in such a way based on information
technology ie¢ Electronic Procurement System (SPSE) organized by Electronic
Procurement Service (LPSE) in West Sulawesi Province.

Keywords: Implementation of e-procurement, procurement of geods and services.
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran Umum Provinsi Sulawesi
Barat, Gambaran Umum Dinas Infokom, Peersandian dan Statistik daerah
Provinsi Sulawesi Barat, gambaran umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemer ah di Indonesia, gambaran umum pengadaan yang dilaksanakan oleh
I.embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan yang
dilaksanakan oleh . cmerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah itu dibahas
mengenal penerapan pengadaan barang jasa elektronik (E-Procurement) yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat).

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat
“ 1. Luas dan Batas Wilay: Administrasi
Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat pulau sulawesi yang
terletak pada posisi 0012' - 3038' Lintang Selatan dan 118043'15°°-119054°3"

Bujur Timur (Sulbar Dalam Angka, BPS, 2016). Luas wilayah Sulawesi Barat
adalah ber ra daratan seluas 16.787.18 km2 sedangkan luas wilayah laut

schesar 20.342 km2 dengan panjang garis pantai sebesar 677 km serta jumlah
pulau-pulau kectl sebanyak 40, dimana terdin atas 69 Kecamata 575 :sa
« 1..Fk orahan. dapun Iminist  wi v t
scbagai berikut : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi

Tengah 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan 3.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43583.pdf

1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Barat berada terletak pada posisi 0012' - 3038' Lintang
Selatan dan 118043'15°°-119054°3”” Bujur Timur (Sulbar Dalam Angka, BPS,
2016). Memiliki letak strategis, berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan,
Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Wilayah provinsi ini  za berhadapan
langsung dengan Selat Makassar tepatnya di Alur Laut Kepu  an Indonesia

{ALKI II), merupakan kondor tol maritim nasional melalui selat Makassar
yang terpadu di _an arus transportasi laut global angkutan barang (tangker,
pe emas) serta menjadi jalur lalu lintas pelayaran interna: mai. Dari aspek
perdagangan, memegang peran penting sebagai pintu gerbang perdagangan
dunia (Filipina dan Malaysia) Posist yang dianggap sangat n iguntur~%an,
karena akan memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi
wilayah ke depan.

1.3. Topografi

Provinsi Sulawesi Barat memiliki Topografi yang bervanasi, dari datar,
berl «t san 1 bergunung. Wilayah dengan kondisi topc afi yang datar
dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju
Utara sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai
bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga
memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk
dikembangkan.

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di

beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan
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Berd: rkani aturan Daerah No. 45 Tahun 2016 Tentar _ Kedudukan, Tugas
Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi
Barat. Dinas Kominfo, Persandian dan Stanistik Daerah . .ovinsi Sulawesi .arat
men (ki tugas pok dan fungsi sbb:

1. ..inas Komunikasi, Informattka, Persandian dan Siatis : Daerah
ge ana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), o 1punyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi 1 san pemerintahan dibidang Kominfo
meliputi Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, Bidang
:khnotogi Informasi, Komunikasi dan Statistik, Bidang Pelayanan E-
Government dan Bidang Persandian,
un menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun rencana daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik berdasarkan rencana daerah dan nasional;

b. perumusan dan pel san n kebijakan daerah dibidang Teknologi

Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik; dan

c. peny rdinasian dan pembinaan UPTD.

Susunan Orgamisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Daerah, terdin dari :
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1. Sekretanat ;

a. Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

b. Sekretanat dalam menyelenggarakan tugas menyelenggarakan ngsi:

1} koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan
anggaran;

2)  pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja,

3) pengelolaan venfikasi keuangan, pelaksanaan perbenda. -aan dan
urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

4)  pengelolaan  ketatausahaan, pelaksanaan  kerumahtanggaan,
perlengkapan dan per ‘lolaan aset, hubungan masya cat serta
urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi

5) pengelolaan admimstrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;

6) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

7)  koordinast dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas
K 1unikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan

8)  pelaksanaan tugas lain yai »ertkan oleh pimpinan.

¢. Sekretariat memiliki  tiga Sub Bagian menyelenggarakan tugas

n yeler ar’ 7 Usi:

1} Sub Bagian Program dan Pelaporan; Memiliki tugas dan fungsi sbb :
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1)  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2) b Bagian Keuangan dan Aset; Memiliki tugas dan fur i sbb:

a) menyiapkan bahan penatausahaan dan pemb an administrasi
keuangan meliputi  ji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta
hak-hak lain;

b) melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;

¢} melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan
negara bukan pajak dan pelaporan keuangan,

d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan
evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi
bendahara;

e} mel sanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (tha):

f) melaksanakan koordinasi dan pengelc an data bahan evaluasi dan
pelaporan keuangan dinas;

g) melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
dinas;

h) melaksanakan monitoring, evaluast dan laporan
perlal  ingjawaban keuangan dinas,

1} melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana
kebutuhan periengkapan dinas;

J) melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
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keby: an, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup
pemerintah daerah, Pengelolaan Inforinasi untuk mendukung Kebijakan

Na mnal dan pemenntah daerah, Pelayanan Informasi Publik,

Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikast

Publik di Provinsi.

b. Dalar melaksanakan tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi

Informast menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan program kerja Bidang Sarana Komunikasi dan
Desiminasi Informasi;

2) penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengelolaan Opini
dan Aspirasi Pubhik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan
Informasi untuk mendukung Kebijakan 1 sional dan pemerintah
daerah, Pelayan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas
Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinst;

3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang . -ngelolaan Opini
dan Aspirast Publik di lingkup pemenntah daerah, Pengelolaan
Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah
¢ rah, Pelayanan [ntormasi Publik, Penyediaan Konten Lintas
Se oralv . Pengelolaan M Iz __omunikasi Publik di Provinsi;

4) penyiapan bahan penyusunan nomna, standar, prosedur, dan krnteria

penyelenggaraan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43583.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43583.pdf

b) melakukan layananpengembangan dan inovasi TIK dalam
tmplementasi e-Gevernment,

¢) melakukan layanan peningkatan kapasitas SIDM dalam pengelolaan
infrstruktur  dan teknologi informatika, Government Cloud
Computing,

d) melakukan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan
publik;

¢} melakukan layanan tiltering konten negatif;

f) melakukan layanan iterkonekst jaringan intra pemerintah; dan

g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Layanan Data Sektoral dan Integrasi Sistem [Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 223 huruf b, mempunyai tugas :

a}) melakukan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas
sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;

b} melakukan pengolahan dan analisa data informasi untuk
mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan
daerah dil ~ i

¢) melakukan pemantauan dan evaluasi dalam mengolah dan analisa
data lingkup pemerintah Provinsi;

d) mel ikan monitoring, eval’ i dan pelaporan; dan

e} me' " ukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana

_b)

dimaksud mempunyai tugas :
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a) melakukan layanan monitoring terfik elektronik;

b) melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi;

¢} melakukan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
dibidang keamanan informasi;

d) meiakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik
pemerintah daerah, pelaksanaan audit tik, | nyelenggaraan internet
schat, kreatif, inovatif dan produktif;

e) melakukan layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi
pemerintah;

f) melakukan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem
komunikast oleh aparatur pemerintah; dan

g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,

4. Bidar Layanan E-Government; dan
a. Bidang Layanan E-Gov¢  2nt sebagaimana dimaksud mempunyai
tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pembenan bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi genenk, spesifik dan
suplemen yar  terintegrasi, , myelenggaraan ekosistem .:K Smart
Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan k¢ atan, yelenggaraan Government Chief

Information Officer (GCIO) pemerintah daerah provinsi dan masyarakat.
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b. ...dang Layanan ..-Government sebagaimana dimaksud mempunyai
tugas :

1) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan

plemen yang terintegrast;

2) melaksanakan penyiapan nama domain dan sub domain bagi lembaga
pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan government chief
information officer, pengembangan st er ¢ |1 tik pemerintah
daerah provinsi dan masyar: 1t provinsi;

3) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria penyelenggaraan layanan p tembang dan pengelolaan
aplikasi;

4) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generk, spesifik dan
suplemen yang terintegrasi; dan

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

¢. Bidang Layanan E-Government mempunyai Tiga Seksi, mempunyat
tugas :
1) Seksi Per mbangan Aplikasi;
a})  clakukan layanan pem. tahan aplikasi kepemerintahan dan
publik; dan

b) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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2) Sekst Pengembangan FEkosistem E-Govermment — sebagaimana
dimaksud, mempunyai tugas :

a) melaki an layanan pengembangan bussiness proces re-
engenering pelayanan di lingkungan pemerintah dan non
pemerintah (stakeholder smart city);

b) melakukan layanan sistem informasi smart city;

¢) melakukan layanan interaktif pemerintah "in masyarakat;

d) wmelakukan layanan penyediaan sarana dan prasarana
pengendalian smart city;

¢} melakukan yanan pendattaran nama domain dan sub domain
instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan,
pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub
domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat;

f) melakukan layanan pengelolaan domain dan sub domain
pewnerintah daerah kabupaten/kota;

g} melakukan layanan peningkatan kapasitasaparatur dalam
pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan
mengubah nama pejbat domain, menetapkan dan mengubah
nama domain dan sub domain, menetapkan tata ketola nama
domain, sub domain; dan

h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,
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3} Seksi Tata Kelola E-Government  sebagaimana dimaksud
mempunyal tugas :

a) melakukan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu
implementasi e-government kabupaten /kota;

b) melakukan layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi
perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas
pemerimntah pusat serta non pemerintah;

¢) melakt n layanan integrasi tik dan e-gov. ment pemenntah
daerah kabupaten/kota,

d) melakukan layanan peningkatan kapasitas aparat  dan
sertitikasi teknis bidang tik;

¢} melakukan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
implemeniast e-government dan smart city;

f) melakukan layanan implementasi government dan smart city,
promosi pemanfaalan layanan smart city; dan

g} melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Persandian.

a. Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf e,
mempunyai tugas  Penyelenggaraan operasional kegiatan Sandi dan
Telekomunikasi.

b. Bidang Persandian Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak:
dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan program kerja Bidang Sandi dan Telekomunikasi;
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2) pengkajian bahan kebijakan umum Sandi dan Telekomunikast,
3} pengkajian bahan koordinas: dan fasilitasi Sandi dan Telekomunikasi;
4) pengkajian bahan koordinas: dan fasilitasi Sandi dan Telekomunikasi;
5) pengkajian bahan, pemberian petunjuk teknis dan mengoordinir
pelayanan Operasional Sandi dan Telel  nunikast;
6) koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
7) melaksanakan tugas inye diberikan oleh pimpinan.
¢. Bidang Persandian, memilikit™ 1 seksi terdiri atas :
1} Seksi Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud mempunyai
tugas :
a) menylapkan bahan Perumusan kebijakan keamanan informasi di
l1 " ungan pemerintah daerah;
b) menyusun peraturan teknis pengelolan infc 1asi berklasifikast;
¢) menyusun peraturan teknis pengelolan sumber daya persandian
yang meliputi pengelolaan sumber daya , perangkat keras
persandian sandi, perangkat lunak persandian dan jaring
komunikast sandi;
d) melakukan pengelolaan informasi berklasifikasi  melalui
pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
e) melakukan pengelol  sumber daya persandian yang meliputi
sumbe daya yang meliputi sumber daya manusia sandi,

per:  kat lunak persandian, perangkat ' ras persandian dan

Jaring komunikasi sandi;
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f) melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi mi
pemerintah daerah;,

£) menyiapkan bahan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan
penghancuran informasi berklasifikasi;

h) menyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi,

1) melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui
programs pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan
tehnis, workshop dar/atau seminar;

j} melakukan pengembangan kompetenst sumber daya manusia
sandi melalui program pendidikan, pelatthan, fasilitasi, asistensi,
bimbingan tehnis, workshop dan/atau seminar;

k) menyiapkan bahan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan
pemusnahan perangkat keras dan perangkat lunak;

I) melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak
persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi
sandi; dan

m) melaksanakan tugas lain yang dibetikan oleh pimpinan.

2) Seksi Operaston: Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud
datam Pasal 229 huruf b, mempunvai tugas :

a) menyusun peratwan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar

rar ““at T o:r:  provi a atervke dili n

provinsi;
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b} menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi
sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di
lingkungan provinst,

¢) menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi
sandi;

d) melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan
informasi;

e} menyiapkan bahan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian
dalam rangka operasional komunikasi sand: antar perangkat
daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di
lir - “ungan provinst;

f) menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian daiam
rangka operasional komunikasi sandi antar kabupaten/kota di
lingkungan provinsi,

g) menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna
pada komunikast a ar perangkat daerah provinsi dan komunikasi
sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

h) melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar
perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar
kabupaten/kota di li  kungan provinsi;

1) melakukan koordinasi | iksanaan hubungan kormunikasi sandi
antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di

lingkungan provinsi,
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J} melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitasi/instalasi
penting/vital/kriteria melalui kontra penginderaan dan/atau
metode pengamanan persandian lain;

k) melakukan Pengamanan informasi elektronik;

[) melakukan Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam
rangka pengamanan informasi dan komuntkasi,

m) melakukan Pemulihan data atau sistem jika terjac gangguan
operasional persandian dan keamanan informasi; dan

n) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,

3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

a) menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan p selolaan
sumber daya persandian;

b) menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional  pengelolaan komunikasi sandi antar
perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan
provinsi.

¢) menyusun peral an teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengz in komunikasi sandi;

d) menyiapkan instrum¢  pengaw: n dan e ° asi terhadap
pelaksanaan pengelolaan informast berklasifikasi dan pengelolaan

sumber daya persandian
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€) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengeloiaan komunikasi sandi antar
perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan
provinsi;

f) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi  terhadap
pelaksanaan operasional | ngamanan komunikasi sandt;

g) menyiapkan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan
pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perai  :at daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h) menyiapkan pelaksan n program pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi
antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di
lingkungan provinsi; dan

i) pelaksanaan program pengawasan dan evaluast terhadap
pelaksanaan operasional pengamanan komunikast sandi di seluruh
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Upaya memperkccil kesenjangan digital dan informasi di kalangan
masyarakat perdesaan ditempuh dengan penyediaan infrastruktur dan akses TIK di
daecrah rural n alui - am U “versal _orvice _oligation (_..) g
diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Salah satunya melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK ). PLIK Bertujuan
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3. Gambaran umum pelaksanaan pet daan barang/jasa pemerintab di
Indonesia
Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan good
governance and clean governinent, Pemerintah harus dapat mengelola sumber
daya untuk kemakmuran it dan meningkatk: kualitas pelayanan publik
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang didukung
dengan pengelolaan keuang  yang efektif, efisten, transparan dan: intabel.
Untuk meningkatkan efisienst dan efektifitas penggunaan keuangan negara
yang dibelanjakan melalui mekanisme pengadaan parang/jasa p¢ rintah,
diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas
serta prinsip persaingan‘/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/AT D, sehing  diperoleh
barang/jasa yar terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-
jawabkan bak dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya. ..cngan
menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing,
adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap proses pengadaan barang/Jasa, karena hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan segi administrasi, teknis dan
keuangan.
Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang memuat ketentuan meng, a1
pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan

Kementrian” mbaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi 1.ainnya yang
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pembia: nnya baik sebagian atau seluruhnya bersumber darit APBN/;.. __,
serta di ngkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara (BHMN),
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dari APBN/AL _0.
Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan
rang/jasa pemerintah dilakukan dengan penggunaan teki :_ infc asi,
dengan internet sebagal media. Saat ini terus diupayakan peralihan tata cara
p _adaan barang/jasa pemerintah dari cara manual menuju cara pelelangan
elektronik (E-Procurement).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 bahwa Kementrian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat
Daeral/Institusi Lainnya wajtb melaksanakan pengadaan baral _ jasa secara
elektronik untuk sebagiarn/seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran
2011. Ketentuan tek s operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik
mengacu pada Peraturan Kepala LKl. Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektromk (LPSE), Peraturan Kepala LKPP
Nomor 1 Tahun 2011 TentangTata Cara E-Tendering,dan Peraturan Kepala
LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan
Barang/jasaPemerintah  Secara  Eicktronik. Transaksi elektronik  pada
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun ~708 tentang [-“-rmasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektromk dapat dilakukan
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dengan /-Tendering atau F-Purchasing:

1. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilakukan secara terbuka dan dapat ditkuti oleh semua p edia
barar ‘jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik d _an cara
menyampatkan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

2. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem
katalog elektronik.

Peraturan Pen intah No. 54 Tahun 2010 pada pasal 107 Pengadaan

barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

a. Mer _katkan transparansi dan akuntabilitas;

b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

c. M perbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;

d.  Mendukung proses monitoring dan audit.

Ruang lingkup E-Tendering meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan
barang/jasa sampai dengan , :ngumuman pemenang.

b. Para pihak yang terlibat dalam E-Tendering adalah Pejabat Pembuat
Komitr  (PPK} /Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan
dan Penyedia barang/jasa.

¢. Aphkas1 E-Tendering wajib memenuhi unsur periindungan hak atas
kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran doki en ta
tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang

menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu
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yang telah ditentukan,

d. E-Tendering dilaksanakan dengan menggun; in Sistem Pengadaan Secara
—.ektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara
Elektronik.

e. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara
Elektromik yang diselenggarakan oleh ILayanan Pengadaan Secara
Elektronik terdekat.

f. SPSE yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan
integrasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang
dikembangkan oleh LKPP;

2) mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang

ditetapkan oleh LKPP;

3) bebas lisensi (free license).

LPSE merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan
barang/jasa  yang  didirikan oleh  Kementerian/Lembaga/Perguruan
Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitast ULP/Pejabat
Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementernian/Lembaga/Perguruan
..ngg. .JMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE, dapat
melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjad: pengguna dan

LPSE terdekat.
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GAMBAR 4.3

LPSE MENJEMB¢ . ANAN ULP DENGAN PELAKU USAHA

l L Pt aa ety Brendonkiia b oanban ]

LPSE menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

2. Menyediakan pelatithan kepada PPK/panitia dan penyedia barang/jasa;

3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/panitia dan penyedia;

4. Menyediakan  bantuan  teknis untnk  mengoperasikan  SPSE
kepada PPK/panitia dan penyedia barang/jasa; Sistem Penga an Secara
Elektronik (SPSE) dikembangkan ol ' Pusat

Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006
sesuat [nstruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi. SPSE memiliki visi menciptakan satu pasar
pengadaan nasional. dengan visi sebagai herikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

2. Meningkatkan akses pasar dan persair~n usaha yar~ sehat

3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan

4. Mendukung proses monitoring dan audit

5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
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Pada tahun 2007 telah dilakuk pelelangan secara elektronik melalut
LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu
baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat
www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas. Pada
bulan Desember 2007, Pre: len menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 106
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Lembaga ini merupakan pemekaran Pusat Per  daan yang sebelumnya berada
di Bappenas. Dengan adanya Peraturan Presiden ini, seluruh tugas menyangkut
kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab
LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi pengadaan
secara elektronik (E-Procurement). LKPP dalam pengembangan SPSE
bekerjasama dengan:

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk sub sistem audit.
Dalam perkembangan sejak tahun 2008 pelayanan LPSE semakin meningkat
dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan sampai pada saat ini tidak ada
lagi Provinst di Indonesia tidak melak :an pelelangan pengadaan barang/jasa
secara elektronik (E-Procurement).

4. Gambaran umum pelaksanaan pengadaan barang /jasa yang

dilkasanakan oleh LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah (LKPP)
merupakan embaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk berdasarkan
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T atur  Presiden Nomor 106 tahun 2007, LKPP merupakan lembaga

pemerintah  satu- satunya yang mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh

Menteri N¢ ra Perencanaan Pembangunan Nasional. LKPP memiliki visi

”Andal dalam mewujudkan sistem pengadaan yang kredibel” dengan misi

organisasi “Mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan

evaluasi yang andal, sumber «+ _a manusta yang profesional, dan kepastian
hukum p_adaan barang/ a pemerintah”

LKPP memiliki fungsi sebagai berikut

1. Menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan
usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan Sumber ..aya
Manusia dan sistem pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah.

3. Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan
tindakan koreksi, bantuan, nasehat, pendapat huk dan kesaksian ahh
terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Menyusun  kebijakan dan sistem  pemantauan, penilaian dan
evaluasi pelaksanaan  proses pengadaan  barangfjasa  pemeriniah,
melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem

electronic procurement.
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Organisasi dan tata kerja LKPP diatur berdasarkan Peraturan Kepala
LKPP nomor PER. 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Kebijakan :ngadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perangkat
orgamsasi LKPP terdin atas :

1. Kepala LKPP

Tugas : Memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP.

[R8]

Sekretariat Utama

Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap

program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LKPP.

Sekretariat Utama terdiri dari:

a. Biro . crencanaan, Orgamisasi dan Tata Laks: Tugas
Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, program, dan
anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, anggaran
dan penyusunan pelaporan LKPP serta peningkatan kapasitas
organisasi dan tata laksana.

b. Biro Umum dan Keuangan
.Jdgas . Melaksanaan urusan tata usaha, dan urusan perlengkapan,
urusan dalam, rumah tangga dan keuvangan di lingkungan LKPP.

¢. Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas
Tugas : Melaksanakan penyusunan peraturan perundangan dan
pelayanan bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian, dan kegiatan
hubungan masyarakat.

3. Deputi " 'dang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Tugas
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Melaksanakan perumusan dan pelaks: an penyusunan strat  dan
kebjjakan pengembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk
pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama . .merintah dengan
badan usaha. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan terdin
dart;
a. ..irektorat Kebijakan Pengadaan Umum
‘Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan,
pedoman, standar dan manual di bidang pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.
b. Direktorat Kebijakan Pengadaan K 1sus dan Pertah  n Keamanan
T as . Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, | 1jakan,
pedoman, standar, manual di bidang pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan oleh BUMN/ BUMD, pengadaan dala  rangka
Kemitraan Pemenntah-Swasta (KPS), pertahanan dan keamanan serta
riset.
c. Direktorat Tklim Usaha dan Kerjasama Internasi 1l
Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan
dan pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan
iklim usaha dan kerjas: ainter sional.
4. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informast
Tugas : Melaksanakan pemantauan, penitaian, melakukan evaluasi dan
memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses
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| encanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem

informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic

procurement). Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan

Sistem Informasi terdiri dari:

a. Direktorat Monitoring dan Evaluasi
Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan,
pedoman, standar, manual dalam rangka monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa serta koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan perumusan kebijakan.

b. Direktoral . crencanaan Pengadaan RAPBN
.ugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan masukan kepada
K enterian Keuangan dan Kementenan Negara Perencanaan
Pembangunan Nastonal/Bap; as tentang rencana pengadaan sebagai
bahan referensi penyusunan dan pelaksanaan ang ran untuk
dicantumkan dalam RKAKL, koordinasi dan sinkronisast pelaksanaan
perumusan dan penyiapan masukan, serta evaluasi pelaksanaannya.

¢. Direktorat E-Procurement
Tugas : Melaksanakan pengembangan sistem, perumusan dan
penyusunan strategi kebijakan, pedoman, standar, manual dalam
rangka sistem pengadaan barar~’ jasa secara elektror :, dan
koordinasi nkr sasi, dan pembinaan unit layanan E- Procurement,
pemberian bimbingan teknis dan promosi E- Procurement seria

evaluasi pelaksanaannya.
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5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
«ugas : Mempunyal tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
penyusunan stratt ~ dan kebijakan pen.....an sumber daya manusia di
Bid: : pengadaan barang/jasa  Pemenntah. Deputi  Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

a. Direktorat Pengembangan Profesi. Tugas : Melaksanakan perumusan
dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang
pengembangan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

b. Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi Tugas : Melaksanakan
perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan
manual di bidang pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa
Pemerintah.

c. Direktorat ..na Sertifikasi Profesi Tugas : Mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan,
pedoman, standar, dan manual di bidang sertifikasi profesi pengadaan
barang/jasa Pemerintah.

6. D _ 4 Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Tugas : Melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan
membenkan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses
perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan peng b sistem
informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik {(electronic

procurement). Deputi Bidang Monitoring-Evaltuasi dan Pengembangan
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Sistem Informasi terdi  dan:

a. Direktorat Monitoring dan EvaluasiTugas : Melaksanakan
perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, standar, manual
dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/ jasa serta koordinasi dan sinkromisasi pelaksanaan
perumusan kebijakan.

b. Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBNTugas : Melaksanakan
perumusan dan penyusunan masukan kepada Kementerian Keuangan
dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas tentang rencana pengadaan sebagai bahan
referensi penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk dicantumkan
dalam RKAKL, koordinasi dan sinkronisast pelaksanaan perumusan
dan penyiapan masukan, serta evaluasi pelaksanaannya.

¢. Direktorat E-ProcurementTugas : Melaksanakan pengembangan
sistent, perumusan dan penyusunan strategi kebijakan, pedoman,
standar, manual dalam rangka sistem pengadaan barang/ jasa secara
elektronik, dan koordinasi sinkronisasi, dan pembinaan unit layanan
E- Procuremient, pemberian bimbingan teknis dan promosi E-
Procurement serta evaluasi pelaksanaannya.

7. Depuu Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

.Jgas : Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

penyusunan sirategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di

bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Deputi Bidang P .embangan
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dan Pembi: n Sumber Daya Manusia terdiri dari:

a. Direktorat Pengembangan Profesi.Tugas : Melaksanakan perumusan
dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang
pengembangan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

b. Direkto: Bina Peli 1an KompetensiTugas : Melaksanakan
pr  musan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedom  standar, dan
manual di bidang pelatthan kompetensi pengadaan barang/jasa
Pemerintah.

c. Direktorat Bina Sertifikasi ProfesiTugas : Mempunyai tngas
melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan,
pedoman, standar, dan manual di bidang sertifikasi profesi pengadaan
barang/jasa Pemerintah.

5. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengadaan yang dilaksanakan di
Provinsi Sul.  :si Barat
Dalam rangka penyvelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dituntut
harus lebih mandin dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan
dan fungst pelayanan, yang sangat terkait erat dengan kemampuan keuangan
yang diniliki oleh Pemerintah Daerah mavpun dalam pengalokasian
anguaran untuk kelangsungan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan
tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu mber
penerimaan yar  sangat penting, dituntut untuk lebih berperan kontribusinya
dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provins
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lawesi Barat sejak tahun 2011 telah dimulai dilakukan Persiapan
kelengkapan pengelolaan pengadaan secara elektronik (E-Procurement), yang
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
No. 411.2 Tahun 2011 Tanggal 14 Desember 2011. Tentang Pembentukan
Pengurus Umt Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik .
Procurement), kemudian pada tahun 2013 dilakukan lagi perbaikan perbaikan
pengelolaan pengadaan barang secara elektronik (E-Procurement) melalui
Peraturan Gub  ur No. 205a Tahun 2013 Tanggal 11 Februvari 2013.
.<ntang Pembentukan Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2013 karena peralatan sudah
memenuhi standar yang dikelva; n oleh LKPP maka para panitia lelang
Pengadaan Brang/jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sudah mulai
melakukan pelelangan secara elektronik walaupun masih hanva sebatas
pengumumannya saja tetapi adapun yang sudah melakukan proses | gadaan
(E-Procurement} secara fool aplikast.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mewajibkan dibentuknya Unit
Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat tahun 2014. Unit Layanan
Pes daan (..., merupakan unit organisas: pemerintah yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang bersifat permanen, dapat berdifi
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Merespon adanya ketentuan
tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Unit Pelayanan

Teknis (UPT) Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Provinsi
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Sulawesi Barat secara permanen yang melekat pada Biro Ekonomi dan
Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Pada Tahun 2014, dilakukan lagi perbaikan pengelola Melalui Surat
Keputusan Gubemnur No. 30 tahun 2014 tanggal 08 Januari 2014 tentang
pembentukan ] gelola Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik Provinsi
S awesi Barat. Pada tahun tersebut seluruh pengadaan barang dan jasa wajib
mealakukan proses pengadaan barang/ jasa secara elektrontk |
Procure nt). Pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 di Provinsi Sulawesi
Barat nudak ada lag1 yang melakukan proses per  daan barang dan jasa secara
manual atau Non E-procurement, semuanya sudah menggunakan e-
Procurement.

1. Lpse Provinsi Sulawesi Barat

Unit layanan pengadaan Secara Elektronik disingkat LPSE yang melekat
pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah
..ovinsi Sulawesi Barat, dibentuk berdasarkan Surat Kep asan Gubernur
St wesi Barat No. 188.4/80/SULBAR/1/2017 dimana dimaksudkan untuk
memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan
b 1gfjasa secara elektronik (e-procurement), adapun struktur organisasinya

sebagai berikut :
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4 ipun tugas pokok dari Unit layanan Pengadaan Secara elektronik (LPS..,

sebagai berikut ;

I. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan E-Procurement
dilingkungan Provins: Sulawesi Barat

2. Elaksanakan pelatihan /training kepada panitia/pejabat pengadaan /ULP
dan penyedia Barang/jasa untuk menguasai system E-Procurement.

3. Melaksanakan pelayanan kepada panitia / pejabat pengadaan/ULP dan
penyedia Barang/jasa di masing masing wilayah kenjanya

4. Sebagai Penyedia Informasi dan konsultan (helpdesk) yang melayani
panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia Barang/jasa yang berkattan
dengan system e-procurement.

5. Sebagai penyedia informasi dan data data yang berkaitan dengan proses
pengadaan barang/jasa y- - telah dilakukan oleh penggu . untuk
kepentingan proses audit.

6. Melaksanakan ketata usahaan unit [LPSE

7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

8. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh gubernur sulawwesi
barat sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat
Unit layanan pengadaan yang disingkat ULP yang melekat pada Biro
_ _rekonomian dan Administrasi . :mbangunan . ckretariat ierah o
Sulawesi Barat, dibentuk berdasrkan surat kepy” n Gubernur Sulav |

Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal {4 Februari 2017 yang kemudian
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diperbaharui pada Tanggal 21 Juni 2017 dengan Peraturan Guber r Nomeor
188 4/402/SULBAR/VI/2017 dimana dimaksudkan untuk menjamin
pelaksanaan pemiliban penyedia barang/jasa di lingkungan Provinsi Sulawesi
Barat secara Transparan, terintc  ast dan terpadu sesuai ketentuan perundang
undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, adapun struktur
organisasinya sebagai benkut .

GAMBAR 4.5

STRUKTUR C..GAl....ASI ULP
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA /KETUA UI.P—I
{ SEKRETARIAT I
STAFF PENDUKUNG I
R
POKIA

Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas sebagai benkut

. Melayani pengadaan barang/jasa dilingkungan pemcrintah daerah

2. Mcnyusun rencana pemiiihan penyedia barang/jasa

3. Melakukan analisa dan menetapkan dokumen pen_ laan

4. Mengum  %an pel ' “inaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/[)/1

masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
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menyam  kan ke LPf untuk diumumkan dalam Portal Pengada
N 1onal;

5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

6. _ ‘elakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap  nawaran
yang masuk;

7. Menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa

8. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
PA/KPA/PPK melalui PPTK

9. Mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa

10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Petr  daan kepa  Gubernur
serta memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

11. Melaksanakan penyebarluasan strategi kebijakan, standar, system dan
procedur pengadaan barang/jasa pemerintah

12. Melaksanakan pembinaan  mber daya manusia bidang pengadaan
barang/jasa dan

13. Melaksanakan pengadaan brang/asa dengan mcmanfaatkan teknologi
informasi melalui [.ayanan Pengadaan Secara Elektronik {k-Procurement)

B. Penerapan E-Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan
bar: damp jasa Provin 1l  siBarat
1. Tata _Jra Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinst Sulawesi Barat

1} Pendaftaran Penyedia Barang di LPSE
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pemenang dapat meminimalisir penggunaan biaya utamanya
kertas, Wakiu dan tenaga dalam melakukan proses pemilihan
penyedia barang. Aplikasi SPSE ini sangat efisien dan efektif,
walaupun masih ada kekurangan-kekurangan didalamnya
misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung
Aplikasi tersebut mmasih butuh peningkatan spesifikast barang
<., aplikasi System Pengadaan Secara ...cktronik (SPSE)
dapat herjalan lehil cepail lagi ™

Hasil wawancara dt atas menunjukkan bahwa, aplikasi SPSE ini sangat
efisien dan cfektif, walaupun masih ada k¢ rangan-kekurangan
didalamnya misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung
Aplikasi tersebut masih butuh peningkatan spesifikasi barang agar aplikasi
System Pengadaan Secara Elektronik {(SPSE) dapat berjalan bih cepat
lagi ”.

Senada dengan hasil wawancara di atas, dijelaskan pula informan lain
seperti hasil wawancara dengan Hafriansya HF A, SKom dimana
ditugaskan sebagai Admin PPE. Berikut petikan wawancaranya :

“Aplikasi System Pengadaan Secara Flektronik (SPSE) yang
ada di Sulawesi Barat Sekarang ini mengunakan SPSF versi
3,6 sedangkan yang lerbaru saat ini yang sudah
dikembangkan oleh pihak LKPP adalah SPSE versi 4,1
Py nsi Sulawest Barat belum menerapkan SPSFE Versi 4.1
dikarenakan membutuhkan biaya wntuk sosialisasi dan
pelatihan baik itu pihak penyvedia maupun pihak ULP-Polya.
Sedangkan untuk  hardware pendukung Aplikasi SPSE
memeriukan peningkatun kapasitas wamanyd penyimpanan
datu yang lebih besur lugi dikurenakan penyimpunan duta
yang ada sekarang ini sudah mudui penuh ™
2) Unit Layanan . .ngadaan (. ..P)

Menurut wawancara dengan k¥ ua Unit Layanan :ngadaan (L ._P)

Bapak Hamrullah Said, ST, mengatakan bahwa:
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Dengan diterapkannya Layanan Pengadaan Secara
Elektronik dengan menggunakan Aplikasi System Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE), kami sebagai pengguna aplikasi
tersebut sangat terbantu dimana ULP tidak lagi harus
bertemu langsung dengan penyedia barang yang ingin
mengikuti proses lelang cukup dengan melihat  layar
computer masing-masing dan tempat kerjanvapun  tiduk
harus  berada dikantor  setiagp  saal, mereka  dapat
berkomunikasi dimana saje seluma ada jaringan inlernet.
Dan saya sebagai ketua ULP dapat mengakses seluruh
informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh POKJA ™

Sedangkan berdasarkan wawancara Bapak Aminuddin, AMd dimana
ditugaskan sebagai Kelompok Kenja (POKJA). Berikut petikan
wawancaranya :
“Pengudaan  Barang Jasa Secara FElcktronik (k-
Procurement) mengunakan Aplikasi SPSE sungat membantu
kami dalam melakukan proses lelang karena tidak harus lagi

bertemu dengan penyedia serta orang - orang yang terlibat
dalam proses tersebui sangat terjaga kerahasivannya ™

3} Penyedia Barang/Jasa
Menurut wawancara salah satu penyedia barang Ridwan kasim,ST,

SPd selaku direktur CV. Firma Konsultberikut Petikan wawancaranya :
“ metode pelelangan yang baru ini melalui Aplikasi SPSE ini
sangal membantu kami dan sangat memudahkan dikarenakan
untuk menawar suatu barangijasa yang dilaksanakan oleh
pemerintah tidak harus lagi dotung ke kantornva cukup
didepan computer; luptop saja, dapat fuga mengurangi biava
administrasi untuk kelengkapan dokumen perusahaan, SPSE
ini sungut membantu kami ™

Sedangkan berdasarkan wawancara " ipak Muh Iarsya Harsaml! selaku

direktur CV. 1 ‘Buana Ci|* Persi 7 rikut petikan wawancar 1
“Pengadaan  Barang Jasa  Secara  FElektronik (k-

Procurement) mengunakan Aplikasi SPSE sangat membantu
kami dalam menawar suatu pekerjagan.  Kerahasiaan
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“Peraturan Presiden No. 34 tahun 2010 beserta Seluruh
Perubahannya sudah mulai lebih baik dari yang sebelumnya
sudah sangat memudahkan kami dalam proses. Tetapi masih
ada permasalahan permasalahan yang terjadi utamnaya
dalam evaluasi tenaga ahli, perlu ada regulasi yang
mengat  yang dikeluarkan oleh pemerintah dikarenakun
kami sebagai pokja tidak mengetahui tenuga ahli tersebut
apakah sudah digunakan oleh orang lain atau belum agar
dapat memudahkan kami dale  evaluasi. Untuk lelang cepat
sangal bagus tetapi system SPSE Versi 3,6 yang ada
sekarang ini belum mendukung untuk lelang cepat |”

2} Unit Penyedia
Menurut wawancara salah satu penyedia barang Bapak Ridwan
kasim, ST, SPd selaku direktur CV. Firma Konsultan berikut Petikan
wawancaranya |

“ Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh
Perubahannya dapat memudahkan kami dalam penawaran
pekerjaan.  Didalam  peraturan  tersebut masih  ada
kelemahannya uwtamanya untuk tenaga ahli, dimana tenaga
ahli belum ada yang mengatur tentang jumiah dan besaran
tenaga ahli yung di persayaratkan didalam dokumen lelang.
Khusus umtuk konsultansi dimana sekarang ini pengadaan
langsung nilainya dibuwah Rp. 50.000.000 sckiranya itu
sebatknya dinaikkan standarnya. ..ari sisi prinsip prinsip
pengadaan aturan yang ada sekarang sudah sangat terbuka
dan bersaing antara penyedia harang/jasa .”

Sedangkan berdasarkan wawancara Bapak Muh Harsya Harsanil
selaku direktur . /. Mega Buana Cipta . crsada Berkut petikan
wawancaranya :
“Atwy 1, an bara-~ jasa sekarang ini sudah mulai
terbuka dan sudah diatur nampir seluruh permasalahan yang
terjadi didalam pengadaun barang/jasa misalkan dari sisi
keterbukaan pihak pemerintah sudah mengumumkan seluruh

paketnya  melalui  system  [nformasi  Rencana  Umum
Pengadaan sehingga kami merasa tidak ada lugi pengadaan
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Berdasarkan hasil wawanca  Ketua Unit layanan Per (daan Bapak
Hamrullah Said, ST, terkait paktor yang memengarchi penera, 1 E-
Procurement di Provinsi Sulawesi Barat,
“adu bebec, 1 faktor penentu yang memengaruhi permasalahan
penerapan F- Procurement di Provinst Sulawesi Barat yaitu yang
pertama fterkail Peralatan yang ada sekarang ini periu difakukan
peningkatan, kedua terkait Sumber Daya Manusianya perlu juga
dilakukan pelatihan system aplikasi yang baru dan yang ketiga
terkait (unjangan pengelola LPSE dan ULP dimana sekarang ini
masih  rendah dibandingkan ¢ gun resiko pekerjuan yung
dilaksunakannya.”
3. Peralatan (Hardware) Pendukung Aplikasi SPSE
Peralatan Pendv ing {(Hardware) merupakan Perang keras seperti
computer yang memiliki kemampuan teknologi tinggl yang terpusat
(Komputer Server) dimana berfungsi untuk menjalankan aplikast
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hafriansya HF A, 8. Kom dimana
ditugaskan sebagai Admin PPE. Berikut petikan wawancaranya paktor
yang memengaruhi penerapan E-Procurement di Provinsi Sulawesi
Barat.
“Pada tahun 2017 ini Perlatan penunjang (Server [LPSE)
pelakasanaan  Aplikasi SPSE perfu dilakukan peningkatan
peralatan  dikarenakan  peralatun yung uda sekarang  ini
wtamunyva penvimpanan datc terkadung penuh dikarenakan
besurnya datu vang divpload oleh penyedia jasa barang ”

Berdasarkan hasil obst  asi, Server LI _._ memihki ©—zsifikasi Sebagat

Berkut :
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sebelumnya terdaftar pada LPSE dimanapun yang ada di Indonesia.
Khusus untuk di  PSE Provinsi Sulawesi Barat pendaftarannya
berdasarkan No.  009/LPSE/EKBANG/1V/2015 tentang  layanan
pemberian user id Penyedia Barang/jasa Tanggal 20 april 2015 melalui
website lpse.sulbarprov.go.id setelah dilakukan mendaftar sebagai
penyedia pihak penyedia diminta mengisi email penyedia, Langkah
selanjutnya, anda silahkan buka Kotak Masuk (Inbox) “Email” anda
sesual dengan alamat email yang anda isikan tadi. Disitu akan ada « ail
balasan dari helpdcsk@lpse. sulbarprov.go.id (LPSE) Konfirmasi
Pendaftaran Rekanan. Di dalam email tersebut akan berisi sebuah link
vang akan menampilkan form pendaftaran online. Form pendaftaran
online tersebut diisi sesuat dengan data perusahaan kemudian membawa
berkas asli ke LPSE dimana tempat kita mendaftar untuk dilakukan
Verifiki  peru 1aan dan setelah itu pihak penyedia diber user Id
dan Password. Sctelah procedure telah dilaksanakan secara keseluruhan
barulah pihak penyedia dapat mengikuti lelang secara elektronik.
2). Tata Cara Pendaftaran Panitia Penpadaan di LPSE

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa di K/L/D/I yang berstfat permanen, dapat berdirt sendin

n pa” unit yang sudah a m Unit Layal

Pengadaan terdapat pokja atau kelompok kerja yang dapat melakukan

proses pengadaan barangfjasa. Untuk melakukan proses pengadaan
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UL  harus terdaftar didalam Syistem Pengadaan Secara Elektronik
(Ui wey,.  Adapun  proses  pendaftarannya  berdasarkan  No.
009/LPSE/EKBANG/TV/2015 tentang layanan pemberian user id pokja
Tanggal 20 april 2015 dimana proses tersebut dijelaskan bahwa untuk
mendapatk.  user id dan password harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut :

a. Surat Pengantar dari Kepala UL. ditujukan kepada Kepala LI ?
Provinsi Sulawesi Barat perihai Permohonan Pemberian User Id
kepada Pokja ULP

b. Permohonan dapat diantar langsung ke Sekretariat LPSE dan atau
melalui  alamat email helpdesk LPSE Prov. Sulbar
helpdesk.Ipsesutbar@yahoo.com

¢. Melampirkan salinan Surat Keputusan Gubernur tentang
pengangkatan sebagai Pokja ULP.

d. Melampirkan Surat Penugasan Pokja dari Kepala ULP, un ¢ paket
pekerjaan yang ditugaskan

e. Melampirkan Bio Data Pokja ULP (Form terlampir), vang
ditandatang 1 oleh Pokja ULP yang bersangkutan.

f. B data pokja ULP, memuat informasi diri, sebagat berikut
(1) Nama Lengkap
o 7t Lolongan
(3)  Jabatan (Struktural/Fungsional)

(4)  Jabatan dalam Pokja (Ketua/Anggota)
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(5)  Satuan Kerja

(6) 2 matKantor

(7)  Nomor .. lpon Kantor

(8) omor Handphone

(9)  Email Pokja yang bersangkutan

( v Nomor SK.Per ngkatan sebagai Pokja

(11) Masa berlaku SK.
Setelah semua data dan isian formulir suah terpenuhi maka pihak admin
LPSE memberikan user 1d kepada pokja dan User Id Pokja dapat
diambil langsung oleh Pokja yang bersangkutan di Sekretariat LPSE
dan atau dikirim melalui email pokja yang bersangkutan (pemberian
User Id pokja tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan).

3). Tata Cara Pendaftaran PPK D1 LPSE

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan :ngadaan
Barang/Jasa. PPK imi harus juga terdaftar namanya di LPSE dan
memiliki akun tersediri dalam proses pengadaan barang/jasa, ini
dimaksudkan agara untuk mengontrol = oses pengadaan barang/jasa.
Adapun Proses pendaftarannya berdasarkan No.
009/LPI" " 'EKBANG/IV/2015 tentang  layanan pemberian user id
PA/KPA/PPK . anggal 20 april _)15 dimana pro  te but dijelaskan
bahwa untuk menda; *  user id dan password harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43§83 pdf

a. Surat Permohonan dari PA/KPA ditujukan kepada Kepala LPSE
Prov.Sulbar, perihal Permohonan User Id.

b. Permohonan dap:i diantar langsung ke Sekretariat L.PL._ dan atau
melalui  alamat  email  helpdesk  LPSE  Prov.Sulbar:
helpdesk.Ipsesulbar@yahoo.com

c. Melampirkan Surat Pengangkatan sebagai PA/KPA/PPK.

d. Melampirkan Bio Data PA/KPA/PPK (Form terlampir), dan
ditandatangani oleh PA/KPA/PPK  yang bersangkutan.

¢. Biodata PA/KPA/PPK, memuat informasi diri, sebagai berikut:

i. Nama lengkap,
it. Pangkat/Golongan
i. Jabatan (Struktural/Fungsional)
iv. Satuan Kerja
v. Alamat Kantor
vi. Nomor Telpon Kantor
vii. Nomor Handphone
viii. Email yang bersangkutan
1X. Nomor SK.
X. Masa berlaku SK.

Setelah semua data dan isian formulir suah terpenuhi maka pihak admin

* 87 memberikan user id 1 adal '‘KPA/PF  dan "“ser Id P77y

dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di Sekretariat LPSE

dan atau dikirim melatui email yang bersangkutan (pemberian User 1d
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tidak dapat diwakiikan atau dikuasakan).
b. System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
1) Unit LPSE

. embahasan terhadap penerapan System Pengadaan secara elektronik
yang mana Sytem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP)
diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat secara terubuka dan
bersaing serta mengifisienkan pelaksanaan pelelangan yang ada di
. .»ovinsi Sulawesi Barat. hal tersebut juga dikemukanan oleh MYS salah
satu informan yang ada di Umit Layanan Pengadaan Secara _.zktronik
(LPSE) yai  duduk sebagai Kepala Seksi Layanan Informasi Dinas
Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat,
mengemukakan balr  dengan adanya layanan pengadaan secara
elektronik Pihak ULP/POKJA, Unit LPSE, PPK, Auditor dan Aparat
Hukum sangat terbantu dengan adanya SPSE dikarenakan dimulai dani
proses pengumuman sampai dengan proseses penetapan pemenang dapat
meminimalisir penggunaan biaya utamanya kertas, Waktu dan tenaga
dalam melakukan proses pemilihan penyedia barang. Aplikasi SPSE int
sangat efisien dan efektif, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan
didalamnya misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung
Aplikasi tersebut ma~™ I * * peningkatan spes....asi barang

aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat berjalan

lebih cepat lagi.
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Pembahasan terhadap Peraturan Pengadaan barang /jasa di
Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada pada Peraturan Presiden No 54
tahun 2010 beserta seluruh perubahannya yang diubah terakhir No. 4
tahun 2016 Tentang tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
dimana pada peraturan tersebut sudah ada regulasi yang mengatur
tentang pengadaan barang secara elektronik (E-Procurement} yang
dikembangkan oleh Lembaga kebijakan Per daan ™ >merintah
(LKPP). Hal tersebut juga dikemukakan salah satu penyedia barang
Bapak Ridwan kasim, ST, SPd selaku direktur CV. Firma Konsultan
bahwa Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh
I ubahannya dapat memudahkan kami dalam penawaran pekerjaan.
Didalam peraturan tersebut masih ada kelemahannya utamanya untuk
tenaga ahli, dimana tenaga ahli belum ada yang mengatur tentang
jumlah dan besaran tenaga ahli yang di persayaratkan didaiam
dokumen lelang. Khusus untuk konsultansi dimana sekarang ini
. ngadaan langsung nilainya dibawah Rp. 50.000.000 sekiranya u
sebaiknya dinaikkan standarnya. Dani sisi prnsip prinsip | gadaan
aturan yang ada sckarang sudah sangat terbuka dan bersaing antara
penyedia barang/jasa.
Dari ketiga point diatas bila disandingkan dengan realisast pelaksanaan
pengadar ° ngfja mer u - :m ~ “tronik dimana . arusnm
realisasi pelaksanaan pengadaan barang /jasa terscbut bias lebih cepat tetapi

pada kenyataannya berdasarkan data dari Unit Layanan Pengadaan tahun
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2017 vealisasi pelaksanaan bert | ik di Triulan ketiga. Itu disebak  karena

Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas/ Biro/ Badan yang ada disulawesi

barat terlambat mengajukan surat permohonan Rencana Pelaksanaan

Pengadaan Barang /jasa yang dapat dibuktikan dengan data surat masuk pada

Unit Layanan Pengadaan (L P) Sulawesi Barat.

2. Faktor yang memengaruhi Penerapan E-Procurement Pemerinta

terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat.

a. Sumber Daya manusia (SDM)
Pembahasan mengenai factor yang memengarvhi penerapan e-
procurement pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di
provinsi Sulawesi barat yaitu Sumber daya manusia terkait pelayanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik di Provinsi Sulawesi Barat
dimana pihak penyedia, ULP dan LPSE harus memiliki tenaga yang
terlatth dalam menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa
yang dikembangkan olch LKPP. Berdasarkan data Sumber Daya
Manusia (SDM) di ULP dan LPSE Prov st Sulawesi Barat Kelompok
Kerja (POKJA) hanya memiliki tenaga untuk melakukan proses
pengadaan sebanyak 30 Orang di  pengelola LPSE hanya memiliki 11
orang. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2310 dimana

dipersayaratkan untuk menjadi POKJA  harus memiliki sertifikat

b. Tunjangan/Honor ULP/Pokja dan Unit LPSE
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Pembahasan mengenai factor yang memengaruhi penerapan e-
procurement pemenntah terhadap layanan pengadaan barang jasa di
provinsi Sulawesi Barat yaitu tunjangan/honor ULP/Pkja dan Unit LPSE
berdasar ¢ a1 yang ada tidak sebanding dengan tanggung jawab yang
dilaksanakan utamanya POKJA sechingga perlu ada peningkate
tunjangan sepertihalnya yang dikemukakan oleh bapak Pembahasan
mengenal  factor yang memengaruhi  penerapan  e-procurement
pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di provinsi Sulawesi
barat yaitu Sumber daya manusia terkait pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik di Provins! Sulawesi Barat Ketua Unit
layanan Pengadaan Bapak HS, terkait paktor yang memengaruhi
penerapan E-Procurement di Provinsi Sulawesi Barat bahwa ada bebeapa
faktor penentu yang memengaruhi permmasalahan penerapan E-
Procurement di Provinsi Sulawesi Barat yaitu yang pertama terkait
Peralatan yang ada sekarang ini perlu diakukan peningkatan, kedua
terkait Sumber Daya ! nusianya perlu juga dilakukan pelatihan system
aplikasi yang baru dan yang ketiga terkait tunjangan pengelola [.LPSE dan
ULP dimana sekarang ini masih rendah dibandingkan dengan resioko
pekerjaan yang dilaksanakannya

c. Peralatan (Hardware) Pendukung Aplikast SPSE
F abahi o meny ai I or ya mem m'’
procurement pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di

provinsi Sulawesi Barat yaitu Peralatan Pendukung (Hardware)
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merupakan Perar  keras seperti computer yang memiliki kemampuan
teknologl tinggi yang terpusat (Komputer Server) dimana berfungsi
untuk menjalankan aplikasi Siysem Pengadaan Se a Elektronik
(SPSE). Dari spesifikast yang ada utamanya penyimpanan data perlu ada
peningkatan untuk menampung seturuh data proses pengdaan barang/jasa
di Provinsi Sulawesi Barat, ha! tersebut juga dil nukakan oleh Bapak
HHF dimana ditugaskan sebagai Admin PPE. Bahwa Pada tahun 2017 ini
Perlatan penunjang (Server LPSE) pelakasanaan Aplikast SPSE perlu
dilakukan peningkatan peralatan dikarenakan peralatan yang ada
sekarang i utamanya penyimpanan data terkadang penuh dikarenakan
besarnya data yang diupload oleh penyedia jasa/barang. Ini juga
dikemukakan olah Bapak MHH selaku direktur CV. MBC Persada
b. " va selama ini terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan pada
LPSE Provinsi Sulawesi Barat terkadang untuk login ke www Ipse.sulbar
prov.go.id terkadang terjadi informasi error selama 1-2 hari sehingga
kami tidak dapat mengikuti perkembangan pelelangan tetepi apabila
terjadi hal seperti itu pthak ULP melakukan perbaikan dari sisi waktu

pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.
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BABY
h.oIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelittan guna
mengungkap dan . awab pertanyaan penelittan tentang Penerapan £ -
Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi
Sulawesi Barat dan . _ktor yang memengaruhi . cnerapan . . .ocurement
Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawes: Barat.

Penerapan F - Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang
dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat dan Faktor yang memengaruht Penerapan -
Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinst
Sulawesi Barat. dengan mengunakan indicator/parameter, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencrapan £ - Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang
dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat n iputi :a. Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan penilaian
terkait tata cara pelaksanaan pengadaan Barang/jasa di provinsi Sulawesi
Barat menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya mengacu pada Standar
Operasiona. . .ngelolaan yang sudah ditetapkan. b. System Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) Berdasarkan penilaian penerapan pe daan Barang/jasa
di provinsi “dav 1 T at n jukk.  bahwa sudah uhnya
melakukan pelelangan m  ggunakan Aplikast System Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE). Aplikasi SPSE yang digunakan yaitu verst 3.6 dan periu
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Mengupayakan agar pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan penyesiuaian
Aplikasi SPSE Versi 3.6 Ke Versi yang Terbaru berhubung dikarenakan pada
2 ikasi SPSE yang terbaru mendukung untuk ditakukai _ P - \n
Cepat yang mengunakan waktu minimla 3 hari untuk melakuk . pemilihan
v lhaba gfjasa. c. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan bi  ng/jasa di
Provinst Sulawesi Barat, Untuk Sementara ini tetap mengacu pada Peraturan
Pemenntah No. 4 tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang jasa Pemerintah dan
saran sebaiknya ada yang mengatur tentang kebutuhan tenaga ahli dituangkan
kedalam peraturan yang baru. Pihak Unit layanan Pengadaan sebaiknya
segera melakukan koordinasi pada Dinas/Biro/Badan agar pelaksanaan
pelelangan dapat dilaksanakan pada triulan pertama a1 dapat di sanakan
pelelangan dini untuk mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa.

2. Faktor yang memengaru™  Penerapan /-Procurement Pemerintah terhadap
layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat meliputi : a.
Sumber Daya Manusia, Disarankan agar ada Pelatihan dan Ujian Sertifikasi
di Sulawesi Barat dan dilaksanakan secara rutin : r ut iyanan
Pengadaan memihiki banyak Sumber Daya manusia untuk melakukan |  ses
Pengadaan  Secara  Elektronik  (E-Procurement), b.'l'unjangan/Honor
ULP/Pokja dan Unit LPSE, berdasarkan penilaian tunjangan/Honor
ULP JKIJA dan Unit LPSE berdasarkan data yang ada sudah diatur didalam
Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2016 tentang tambahan penghasilan dan

sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada sebaiknya ditingkatkan
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penambahan Tunjangan terhadap Pengelola ULP dan LPSE inengingat
tanggung jawab yang diberikan. c. Peralatan (Hardware) Pendukung Aplikasi
SPSE, berdasarkan penilaian peralatan (Hardware) yang ada sebaiknya
dilakukan peningkatan kapasitas server utamanya media penyimpanan data
agar didalam melakukan proses lelang pada saat upload dc imen ttdak

lambat dan terburuknya system error.
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PEDOMAN WAWANCARA
(PENYEDIA BARANG/JASA)
1. Nama
2. Jabatan
3. Waktu Wawancara

4. Jenis Wawancara - Wawancara Tidak Ters dar

No - Pertanyaan

I | euwguim  Pendapat nap;k aengan adanya sistem Pengadaa.. .arang dan jasa
secara elektronik ( E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ?

2 | Bagaimana t'enaz_lf)_at papak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tanun 2010
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ?

3 | Bagaimana pendapat bapak tentang Pokja yang ada sekarang ini erkait
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara clektronik (E-Procurement) di
Provinsi Sulawesi Barat ?
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bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa

XIV. KL ... .. JANLAT

Ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa di Desa diatur
Pengadaan dengan peraturan

30. Rarang/Jasa di Belum diatur Bupati/Walikota yang
Desa mengacy pada pedoman
yang ditetapkan cleh
LKPP.

» Menindaklanjuti 1NUJ Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki pengaturan pengadaan
barang/asa sendiri serta t.idak tunduk kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Hal ini karena
sumber anggaran PBJ Desa adalah APBDes yang tidak termasuk ruang lingkup Pasal 2 Perpres No. 54
Tahun 2010 dan Perubahannya. Oleh sebab itu, setiap Kepala Daerah wajib membuat aturan PBJ pada Desa

di Wilayahnya namun tetap mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP

Pimpinan K/L/D/1

Konsolidasi . :ndorong konsolidasi
3l - 1 Belum diatur
Pengadaan pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

+ Saat ini pelaksanaan pengadaan ¢i K/L/D/I terkotak-kotak berdasarkan kegiatan dan anggaran. Dengan
munculnya aturan ini, maka pelaksanzan pengadaan didorong dilaksanakan secara terkonsolidasi sehingga
tidak lagi banyak dilaksanakan secara pengadaan langsung dan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan

yang lebih efektif dan efisien.
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GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPUTUBAN GUBERNUR SULAWESI] BARAT
NOMOR 188.4/402/SULBAR/VL/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUDERNUR BULAWESI BARAT NOMOR
188.4/148/SULBAR/1I/201T TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL UNIT
LAYANAN PENGADAAN DAN .__OMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAM PR _ 'INSI BULAY. _3l _.LRAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang a. bahwa Keputusan Qubermur Sulawesi Barat Nomor
18B.4/145/SULBARII/2017 tentang Pengangkatan Personil
Unit Layanan Pengadaan dan Kelompek Kerja Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,
perlu diubah karena adanya perubahan Ketua Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa dan penambahan personil pada
Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimann dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Peubahan Alas Keputusan Gubernur lawesi Barat Nomor
188.4/145/SULBAR/1I/2017 tentang Pengangkatan Personil
Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerjn Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Provins| Sulawesi Darat;

Mengpngnt 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan
Negarn (lembaran Negara Republik fnde  sia Tabun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4286,

2. Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara | »mbaran Negara Republik indoneain
Tahun 2004 Nomor 47, T: wan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat {Lembaran Negara Republik Indonesin
Tabun 2004 Nomor 105, ..mbahan Lembarun Negara

* Republik Indonesia Nomor 4422):

4. " 7 g-Un g Nomor _J Tahun 2014 tentang Pemerintahan
1 {Lemvaran Negara Republik loni "2 Tahun 2014

nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor $3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015
lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah {(Lembaran Ncgara
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LA.&AD'D A:N

SPESIFIKASI
PERALATAN SERVER PADA
UNIT LPSE PROVII | "ULAWESI BARAT
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